BAB IV
TINJAUAN HUEKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

A. Tinjauan Terhadap Kedudukan Kepala Negara

Di negara manapun kebutuhan skan adanys kepa-
'la negara sebagai pucuk pimpinan negara, selalu ada.
Begitu Jugs dslam negara yfhg menganut sistem peme-
rintahen parelementer 1ni.‘Kepala negara dalam nega-
ra yang menganut sistem pemerintshan parlementer a-
dalah raja, dalam hal negars bersangkutan berbentuk
kerajaan atau presiden dslam hal negara yang ber~

sangkutan berbentuk republik.

Seperti yang telah diuraiken pads bab sebelum-
nya, bahwa kepals negara dalam sistem pemerintahan
ini tidsk bertugas sebagai kepals pemerintshan. Dia
bertugas menunjuk formstur untuk'membentuk kabinet
dan formatur tersebut yeng menjadi perdans menteri.
Den perdana menteri inileh yang menjadi kepala peme-
rintghan. Sebenarnya penunjukan formstur oleh kepslsa
negara tersebut tidak stas iniegiatif kepela negars,
nsmun hanya formalites. Meksudnya kepala negara me-
nunjuk p%mpinan partai yang menang dslam  pemilihan
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umum sebagai formatur. Dan perdina menteri in: nanti
yang menentukan kebjaksanaan~-kebijaksanaan dalam
pemerintahan., Karena hal yang demikian tadi mka ke-
pala negara dalam sistem pemerintahan ini tidgk -
pat diganggu gugat dan dimintai pertanggung é;awaban
atau dipersalahkan atas jalannya pemerintahan.

Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan
msalah kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif
Kepala negara secare formalitas saja memegang kekua -
saan-kekuasaan tersebut, namunsecara operasional ke-
kua saan-kekuasaan tersebut dipegang oleh suatu badan
yang diserahi tentang hal tersebut, dan badan terse-

but yang berkuasa melaksanakannya.

I2lam sistem pemerintahan Islam kepala negare
sekalimur :dalah kepala pemerintahan. Dija adalah pe
negang Keolvur mian eksekutif, yang bertugas melaksane -
@an urusan negara, Oleh karenanya kepala negarz «i:-
wm sistem pemerintahan Islam bertanggung Jawab atas
salanny. pemerintahan terbadap Tuhan dan rakyat me-

"alui dewan yang ada sebagai perwakilan rakyat.

Mari boberme catetan tersebut jelas ohwe
“dz Yeberu: nerbedian yang prinzip antir st

cemeorintitar rarlementer dengan sistem  pemerintatvon

slam dzlam 000 kedudukan kepaln nerara, dlam oo
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tem pemerintahan parlementer, kepala negara hanya
simbolis saja, sedang dalam pemerintanan Islam ti-
daklah demikian. Dalam sistem pemerintahan parlemen-
ter, kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau
dipersalahkan atas jalannya pemerintahan. ( perlaku
azas "the king can do no wrongt Namun lain nalnya de
ngan sistem pemerintahan Islam, kepala negare ber -
'

_tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan.

Dalam meninjau masalah ini, hendaknya kita
menengok latar belakang munculnya sistem pemerinta -
han parlementer ini.

Azas"the king can do no wrong"pertam kali muncul
di suatu negiv@ yang berbentuk kerajaan. Dan seperti
pbiasa kekuasaan raje dalm negarenya sangatlah besar
sekali, cenderung absolut dan tidak mau dipersalah -
kan, walaupun mungkin kesajahap yang ada dia senc.i’i'ri
yang berhuzt. alam keada_'\én}}ang demikian tentoleh

sulit untal bHisa menerapka’h azaz "“erokroai” kalau

[raas o0 tins meneari celsito Podd milunya me

- A 9

Ting sisten pemeriniatan ini ada vorona kecenderungn
s ixoyang Hldlt mau diperselankan atun retimpanga..
yurg terjadi dzlam pemerinteluinnys dan membebankan
wers1aban fersebut pria para pemoentunya (menteri),

Keadoan wir~ demiliarn berkembang su. g pada akirnya
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\
pada suztu tahap dimana masalah pemerint:han merupa-
kan tugsas , wewenang dan tanggung jawab dari para

pembantunya. Dan reja hanya sebagai sisimbol dari
persatuan dan kesatuan negare, Namun walau dgmikian
raja tetap mempunyai Kekuasaan-kekuasaan yang menen-
tukan, terutama kalau terjadi perselisihan-perseli -

han antara badan-badan yang ada di negaranya.

Pada perkembangan berikutnya ‘sistem pemerin-
tahan ini juga dipakai oleh bangsa-bangsa yang ne:s

ranya tcrhontul republik,

cooatvoan demikian datooe

[o.
¢

~ v

Voo o s wee v o ersebut 07 Tera T eghlag,
Poet i e Al vvitan bt oy meho s 7T
vl onegen, bidal serlaku oo Al enn i negara
seban o pribadi, 3ebah dalam ht' PFesalohan kepatal

1.

resara sebupgii o prib i yang Hisa CThuktiian secar:

mum, ot hin direpsalahxer i3 perbuaten  ter-

Anda jkata dalam suatu pemerintahan ada sesua-
tu kepinca.ngan, sebenarnya hal tersebut bukan kesa -
lahan kepala negara, namun kesalahan badan yang te-
lah diberi wewenang untuk itu. Ka rena kepala negara
negara tidak punya kekuasaan terhadap hal itu dalam

operasion:lnya,

Dalam hukum Tslam seseoririgz manya bertin ur-

>
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jawab atas perbuatan yang diperbuat sendiri. Allsh
Ta'sla berfirman:

Olac A Ly O35 L"(’J“’D\J./'J 2359 ) o)

‘_;m¢4»\A;A

" (yaitu) bahwasanya seseorang yang berdoéa tidak

gkan memikul doss orang lsin, dan bahwasanya se-

orang manusia tiada memperoleh selain apa yang
telah diusshakannya." (Al-Qur'an, 53 : 38=39).

.- - { . Z

- \\A l.-?:—:—d\_Cj\—-A'A—AM.)\A\..B-)..
... ia mendapat pashala (deri kebsikan) yasng di-

usahakannya, den ia mendapat sikea (dari keja-

hagan) yang dikerjakannya..." (Al-Qur'an, 2 :
286).

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa seseorang
hanya dituntut pertanggungjawaban pada dirinya atas
perbuatannys sendiri dan tidak memikul beban orang
lain., Dengan demikian tidsk layak kepala negara ber-
tanggung jawab atas jalannya pemerintshan karenahal
tersebut bukan tugasnya namun tugas kabinet, dan dia

lah yang mempertanggung jawabkan.

Begitu juga ksleu misalnya kabinet yang baru
dilantik oleb kepala negara, kemudian tidsk mampu
menjalankan tugasnya meka kepala negara juga tidak
bisa ‘dipersaslahkan. Karena hal tersebut hanya berasi-

fat formalitss.

Di sisi lsin kalsu kita bandingkan keberadaan

kepala negsra dalam sistem pemerintahan parlementer
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ini dengsn keberadaan kepala negara pada masa peme-~
rintahan Rasulullsh den Khulafa ar-Rasvidin sungguh
tampak adanys perubahan peran kepala negera, Dalam
sistem pemerintshan parlementer ini peran kepala ne-
gara kalau dipandang secara umum tampak tidask sebe-

gitu dominan.

Pade masa pemerintehan Rasulullah dan Khulafa
ar-Rasyidin tampak jelas, bahwa kepéla negara sebegi-
tu dominan memsinkan perasn dalam pemerintahan, hal
tersebut disebabkan karena perbedaan zaman, gituasi
dan kondisi. Bahksn justru seksrang lebih baik di-
pertanyaken apaksh kedudukan kepsla negara seperti
halnys pada mass Rssulullah dan Khulafa ar-Rasyidin
tersebut perlu dipertshanken, artinya kepala negara
masih harus tetap mempunyai kekuassan yang sangal. be-
s;r, gsedangkan kits sadar bashwa kita tidak dapat le=-
gi menemukan figur yang gsekelas dengan beliau. Se-
hingga sebenarnya justru peda masa-masa sekarang ke~
kuasesan kepalas negara harus dibstagi untuk mencegsh
munculnya pemerintshan yeng absolud dan meninggalkan
prinsip-prinsip_demokrasi sebagaimana yang dipegang
dalam'pemerintahan Islam.

Salah satu cara pembatasan kekusgaasn tersebut dengan
menggunakan pembagian kekuassaan seperti yang dianut

sistem pemerintshan ini.



Selain itu tidak ade larangon dalam nach atau
pur. tands-tands darinya untuk menibstasi kekuasaan
penguassa. Bahkan apabila dengen sistem ysng eda le-
bih membawa maéalah, maks hal tersebut dianjurkan

menurut sysra'.

B. Tinjausn Terhadap Kedudukan Dewan Menteri

Merupakan susatu beban yang sangat berat bagi
gseorang kepala negara apebila dia tidsk punys = pem-~
bantu (menteri) dalam melasksanakan tugasnys menimpin
negara. Dan hsl geperti itu terasa tidak mungkin,
terlebih dengan semakin banyaknya permasalahan yang
dihadapi pemerintah geperti dewasa ini. Begitu Jugn
dalam sistem pemerintshan parlementer ini, terasa
betul di dalamnya peran deri Dewan Menteri (kabinet)
yang ada, Lebih deri pada itu, Dewan Menteri (kabi-
net) yang ada mempunyai kedudukan yang pangat tinggi
dan memegang kekuasasan ekskutif. Pimpinan kabinet
(Perdana Mgnteri) berkeduduksn sebagei kepala peme-

rintehan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab gebe~
lumnya, bahwa Dewan Menteri dalem sistem pemerintah-
an ini disngkat oleh kepalas negars, nsmun dalem pem-

bentukannys sangat dipengaruhi dan dicampuri oleh par-



lemen terutama oleh partei yang menang atau mempu-
nyai suara mayori tas. Pembentukan kabinet berawal
dari penunjukan kepala negara terhadap pimpinan par-
tai ya ng menang sebagai formatur, kemudian formatur
tersebut menyusun anggata kabinet dan biasanya diri-
nya sebagai pimpinan kabinet atau perdana menteri.
Dalam menyusun kabinet ini kepala negara tidak bisa
Qmemaksakan kehendaknya, karena yang ber tanggungja-
wab tentang hal tersebut terhadap parlemen adalah

pimpinan kabinet atau disebut dewan menteri.

Dalam sistem pemerintahan Islam, dikenal ada-
nya dua bentuk wizarah ( dewan menteri ), yaitu :
1. Wizarah tafwidh
2. Wizarah tanfidz
Kedua bentuk dewan menteri dalam sistem pemerintahan
Islam tersebut sama-sama di pilih oleh kepal: pega-

rs da n bertanggungjawab kepadanya.

ida beberapa pendapat yang menyatakan bahwa
pemerintahan Islam dengan menggunakan sistem bentuk
wi;arah tafwidh mirip dengan sistem pemerintahan par
> .menter. Namun kalau diamati sebenarnya tidaklah de
mikian. Karena dalam sistem pemerintahan parlementer
dewan menteri bertanggungjawad terhadap parlemen dan
dalam sistem pemerintahan Islam dewan menteri ber-

tanggungjawab terhadap kepala negara.
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Memang dalam hal kekuasaan atau hak-hak yang
dimiliki oleh dewan menteri dalam kedua sistem kabi-
net tersebut sama-sama besar, namun kekuasaan dewan
menteri dalam sistem kabinet parlementer lebih besar.
Dalam hal ini tidak ada larangan menurut hukum Islam
terhadap suatu hal yang tidak ada nash yang mengatur
aelama hal tersebut tidak membawz kemudhototan. Me-

rut usnul fighnya :

s —= e

"Segala sesuatu pada dasarnya boleh sebelum ada

dali) yang mengharamkan hal tersebut.,”

Dengan berdasar pada ushul-fiqh di atas maka
tentang kebebasan pimpinan partei yang menang .untuk
menyusun anggota kabinet gsesuai dengan keheﬁdaknya ’
tanpa adanya rasa kawatir akan tekanan dari kepala
negara juga diperbolehkan. Selain itu hal tersebut
logis, karena kabinet dalam gistem pemerintahan pae-
Jementer pada hakekatnya bukanlah pembantu kepala ne
gara seperti halnya dalam sistem pemerintahan Islam
némun pemegang kekuasaan eksekutif. Perdana menteri
adalah pimpinan atau kepala eksekutif. Sehingga per-
tanggunganjawab dewan menteri inipun tidak kepada ke

pala negara, namun kepada yang telah memilih mereka
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yaitu rakyat melalul parlemen sevagal suatu tadan
perwakilan darinya.

Dengan demikian bisa digentikan banwa  aewan
menteri dalam sistem pemerintahan ( xabinet ) parle-
menter memegang Jjabatan yang sama dengan kepala ne-
pala negara dalam sistem pemerintanan Islam kususnya

dalam hal memegang kekuasaan pemerintahan.

Suatu hal yang biasa terjadi dalam pembentu -
kan kabinet dalam suatu negara yang menganut sistem
pemerintahan parlementer, kususnya yang menggunakan
sistem dua partei yaitu adanya draft dari satu par-
tei terhadap yang lain untuk menempatkan orang-orang
nya duduk di kabinet dan menyisihkan para lawan po-
1itik. Keadaan seperti ini terkadang juga terjadi di
dalam suatu pemerintahan yang menggunakan sistem le-
bih dari dua partei atau multi partei. Walapin hal
ini menurut aturan jelas merupakan hak dari pimpinan
partei dan bekerja sama dengan parlemen namun masa-

lah golongan sangat mempengaruhi.

Draft yang semacam itu tidak sesuail dengan
teori politik Islam. Abul 'kla Al Maududi menuturkan
bahwa dalam masyarakat Islam tidak ada sistem diskri
minasi, baik dari seégi keturunan, setatus sitsial ma-
upun latar belakang kelompok. ( Abul 'ala Al Maududi,
1991 ; 61 )
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Kalau berpijek pada teori politik Islam, ysng
paling. sesual dalam pembentuksn kabinet.adalah de~-
ngeun menggunakan kabinet koalisi, Nemun secperti su-
deh menjadi kebliasasn, gigtem kebinet koslisi gulit
untuk bisa berjalan dengan lancar, artinys sering Je-
tuh. Sedang dengan melskukan draft seperti yang bia-
sanya dilskukan oleh partai yang menang selama ini
kegtabilan ksbinet lebih terjamin. Hal seperti  ini
dimeklumi karena kabinet yang ada akan selalu menda-
pat dukungarn dari pihek mayoritas di paerlemen. Se-
dangkan suara sumbang dari pihsk minoritas (oposisi)
tidek akan mempunysi pengaruh besar terhadap kesta-

bilan kabinet.,

Namun kaleu kitajberpijak dari pringip bahwa
gseorang pemimpin dianjurkan untuk mencari teman §ang
geguai dengan pertimbangan dirinya untuk diajak Dbe-
kerjas sama dalam menyelesaikan urusannya, maka wasa-
lahnya skan menjadi lsin. Draft yang ada bisa dipan-
dang sebagsgil langkah yang baik karena akan mencipts-
ken suatu keadasan kerja sama yang kompsk dalam kabi-

net serta hubungan yang harmonis dengan parlemen.

C. Tiﬁjauan Terhadsap Kedudukan Parlemen

Dalam sistem pemerintahan parlementer, parle-
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men berkedudukan gebagal pemegang kekuasaan legisla-
tif. Mereks mempunysi dua peranan, yaitu gebagal penr
buat undang-undang dsn pengawas terhadsp basdan ek=-
gkutif. Dalam keitasnnya sebagal pengawas bedan ek-
gkutif, parlemen mempunyal kekuasaan untuk membubar-
kan kabinet apabila baden ini dipandang tidsk maiipu

untulk mengemban tugas yang dismenatkan kepadanya.
. \ .

' Kalau kita lihat pada mosa pemerintshan Rasu-
lulleh di Madinsh begitu juga pars Khulafs ar-Rasyi-
din, parlemen semacam jtu belum pernsh stau tidsk
pernsh ada, yang ada hanya suatu kenyataan bahwe
Rasulullah dan pera penerusnya gelalu memegang prin-
elp musyawarsh dalam menyelesaikan permasalashan ysng
timbul. Sedangkan bentuk dari musyawarah yang ada
pada saat jtu masih sederhana, maksudnya tidsk dia-
tur dengsn esturan yang formil den siapa sajs yeng
diajak bermusyawarah pada snat itu terguantung kepala
negara. Terkadang kepalae negars hanya menunjuk bebe~-
rapa orang ssja di antara sshabstnya untuk disjak
bermusyawarak dan beligu sendiri yang memimpin me-

gyawaxrsh tersebut.

Namun kelsu kita amati kcbutuhan adasnya psT -
lemen sebagai suaiu baden yeng bertugas membust un-=

dang-undang den mengontrol perkembangan sosial, eko-
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némi, poiitik dan sebagainya pada masa sekarang ini
marupakan guatu keharusan. Hal ini disebabkan adanya
perkembangan yang terus menerus di segala bidang ke-
nhidupan manusia seutuhnya yang semuanya memerlukan

perundang-undangan yang cocok -dan selalu dipérbaha-

rui. ( Dr. Abdul Ghafar Aziz, 1993, 120 )

Dalam sistem pemerintahan Islam, dalam hal
'pembentukan undang-undang mengenal dua bentuk perun-
dang-unaangan, yaitu ¢
1. Tasyri'at Tandhimiyah ( Undang-undang kemasjora -
katan ) |
o). Tasyri’at Tanfidziah ( Undang-undang pelaksanaan)
Seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya
hahwa ahlu syura hanya mempunyai hak untuk sembuat
Tasyri'at tandhimiyah saja bersama Khalitah. Sedang-
kan hak untux membuat tasyri'at tanfidziyah merupa~
kan hak kepala negara, karena hal tersebut hanya meé-

rupakan undang-undang pelaksanaan.

Sedangkan dalam gsigtem pemerintahan parlemen -
ter, pembuatan undang-undang merupakan %ugas “hagi
parlemen, dan hak untuk mengusulkan dibuatnya suatu
undang-undang merupakan milik kepala negara, karena
kepala negara memiliki hak versamlungsrecht. Di sinl
tidak terdapat pembagian pentuk undang-undang secara
kusus dan siapa nanti yang akan membuat, namun ten-

tunya tidak semua undang-undang dibuat oleh parlemen.
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Sustu hal yang biasanya mengiringi perjalanan
pemerintshan di negara yang mengesnut sistem pemerin-
tashsn panrlementer asdalah adanya sposisi. Dalam sgja-
rah pemerintshan Islam, sering juga muncul adanya ©-
posisi. Dan bagaimanspun bentui dan keadsannya, OpO-~
gigi wendapat tempat dalam Islem. uposisi skan inemn-
bews manfact sejauh berjalan menurut kaidah - kaidah

dan semangat Islam. (Dr. Jabir Qumaihah, 1991 : 109).

Yang menjedi permasalashan sekarang bago imana
seandainys oposisi tersebut dimaksudkan untuk meng-
hembat laju pemerintshan yang ada, misalnya dengan
tidek menghadiri sidang, atsu membuang-buang waktu

prda waktu sidang.

Rasululleh bersehda:
S PSR SRS o A ) VA{
A ~rF ) LF
"Kamu semus adslah pemimpin dan bertanggung Jja-
wab atas yang dipimpinnya, dan smir (kepala nega
ra) merupakan pemimpin umat dan akan dimintai
pertanggung jawaban atas hal yang dipimpin.®
(Bukhart, III , 1981,125).
Angzota parlemen merupaken pimpinan umat. le-
reks mengemban smanat dari umat yang wajit - mereka
kerjakan, ysitu mengupayakan agar pemerintah berha-

sil dengan baik. Dengan demikian berdosa hukumnys be-

gl anggota parlemen yang tidak mengemban smanat yang
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ada, terlebih berbuat eebaliknya yaitu berusaha agar
pemerintahan tidek berhasil. Perbedaan persepsi me~
rupakan hul yang biasa dan selalu ads di mena saja.
Namun perhedsan yang ada tidak bolek dipergunakan
gebagai suatu jalan untul menjatuhkan lawan politik-
nys (pemerintah).'Hal yang demikian tidak sesusi de-
ngar jiwa politik Islam. Oposisi dalsm Islam  harus
berorientasi pads kepentingan umat,'efektifitas me-
numpas kemungksran, dsn mendidik umat untuk berterus

terang, Jjujur dan berprinsip.

D. Tinjauan Terhadap Hubungan Timbal Balik Antara Ke-

kuasssan legislatif dan Kekuasgaan Ekskutif

Sudah menjadi kodrast bahwa manusis tidak mam-
pu menyelesaikan tugasnya secary sendiri tanpa me-
merluian bantusn den kerja sama dengan yung lain.
Terlebib kula u urusan yang ads merupakan tanggung
jawab Dersama, maka perlu dilkerjukan bersama—-sams de-
ngan saling membatu meriempatkan seseo. nli: atou Ke-
lompok sesual aengen norginyu.

Allah Ta'ala berfirman :
St e iy N e iy s
-~ C)ly x_g5l9.§>;AL_EL;

n, ..Dan tolong merolonglsh kemu dalam (mengerje
kan) kebajiksn dan taqwa, dan jangan tolong- me-
nolong dalom berbuat dosa dan pelanggaTan ««-- "
(A1~Quranyndas 2w
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Begitu jJuga badan-bsdan negara dalam tugasnya
untuk memimpin negara perlu adanya hubungan yang 8i-
fatnys seling menunjsng antara badan yang satu de-
ngan badsn yeng lain. Prinsip ysng geperti ini dalsm
gistem pemerintahan parlementer sebegitu tasmpak. Ds-
lam sistem ini terdspst hubungan yang bersifat tim-
bal balik antara pemegang kekuasaan legislatif (par-

lémen) dengan pemegang kekuasaan eksKutif (kabinet).

Namun seperti yang telah diurnikan pada bab
cebelumnys bohwa hubungan timbal balik ini tidsk ha-
nyas menyaugkut masslah bagaiwana menjalankan pele~
rirntshan, nsmun juga hubungan ti.sbal balik saling
mengoreksi bankan saling menjatchkan antnra pemegang
kekuaguan legislatif (parlemen) dan pemegang kekua-

saan ekskutif (kabinet).

Apsbila kita melihat pemerintshan masa Rasu-
lullah dan Xbulafs ar-Rasyidin, maks akan tampak Jje-
las perbedasn dalam masalah bagaimang hubungan anta-
tara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan
ekskutif. Pads masa tersebut jelas tidak ads majelis
syura menjatuhkan kepsla negara, begitu pula  seba-

liknya.

Delam sistem pemerintaben parlementer, seper-

ti yerg telsh diursikan pade bab sebelumnys dinyata-



kan bahwa apebila parlemen memendang kabinet yang
ada sudah tidak mampu mengemban usanat yang diberi-
kan kepadanya, maka puarlemen bisa mengajukan mogi
tiduk percsys pada kabinet atau secbagian anggota ke-
binet. Apsbila hael ini tidsk terselesaikan maks ter-
jedilah krisis ksbinet. Sebsgeil perimbangen, kabinet
melalui kepsla negara dapat membubarkan parlerien ka-
lau dipsndang bahwa parlemen yang adé sudsh tidsk 1o
gi. bersifat representstif. Selanjutnya dalam waktu
yong singkat diadakan pemilihan umum untul membentuk
parlemen yang baru. Dan parlemen yang bsru ini nanti
yang sken menentukan siapa ysng berada pada pihak
yung salah dalam konflik yang telah terjadi antara

kabinet den parlemen.

Dalam Islam tujuan siassah (politik) adalah un-
tuk membawe manusia kepada kebaikan dan  menjauhkan
dari kemungkaran. Sehingge apabila suatu pemerintah-
an selalu memegang musyawarah sebagsil prinsip utams
dan sistem yang ada menjamin untuk terciptanya suatu
tatanan yeng dicita-citakan oleh politik Islam mska

hsl tersebut diperbolehkan.

Adanys sistem parlementer tersebut dimaksud--
ken agar tidek terjadi pemusatan kekuasaan pada sstu

organ yang akhirnya menimbulkan kediktatoran. Kalau
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ristem parlementer tersebut di,oleonksn dengsan ikon-
celkuen sken terhinder dari munculnya nemerintanan
veng diktetor kerens moeging-maging bodon yong  mcwcs

ang hekuassan dolaii pemerintshen terscbut

1
[

e

can terghutung etas penilaiun beden yori: laoin.
ngeulullsh saw, bersabdac:

. éé;::bL_:,Qqu__)Af%Swié_,)f

"yomu lebih mengetehui tentong urusan duniomu .

Dolem hadits lein Resgulullsh bersabda: "lalau it : =
mang sistem itu menguntunghan, biarkenlah mereks eur
perbustnya."Saye hanyalsh mengemukoken penduapot (du-
gasn), wcke jsnganleh kamu memegungi pendapat (yomg
merugiken) itu. Tetepi kalau says menyampaikan  se-
custu deri Tuhen meks wajiblah kamu pegang dan iEuti
cebab says tidsk vernah berbuat bohong tentang Tuhan

vang ieha Esa.”

ebde Resulullah tcrsebut menunjulkican tentang
clanys kebcbgssn kepoog umat manugia untuk mengetur

coal durdcnyn. (Zeinel Abidin Ahaed, 1984 90). De-

ryan demikicn jelas buhwa dalau wssalah keduniusan

tormosus di daslemnyo maseleh politik ketateneporssn
)

Cukwin Ielam sangat elestis. Islom tidel terpaku pues

. ] RIS e [ cen e
c-1gh catu crre ecteu gleten code, nohun 0le caje
senfruncnan cere oteu sistew yorg lain aelygmno coTa

Px o



2

atau sistem yang ada tetap berpegang pads prinsip-

prinsip yang ade pada hukum Islam.



